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Siti Masruroh, 2021, “Diplomatic Efforts by the Indonesian Government in 
Freeing Siti Aisyah from the Alleged Assassination of Kim Jong Nam.” Thesis of 
International Relations Study program, Faculty of Social and Political Sciences, 
UIN Sunan Ampel Surabaya. 
This study discusses the diplomatic efforts made by the Indonesian government in 
freeing Siti Aisyah from the alleged murder of Kim Jong Nam. The purpose of this 
study is to find out how the Indonesian government's diplomatic efforts in 
liberating Siti Aisyah from the alleged Kim Jong Nam. In conducting this 
research, the method used is qualitative while the technique uses descriptive 
techniques. The data collection technique used is literature study. This study uses 
the concept of diplomatic protection. The results of this study are diplomatic 
protection efforts made to Siti Aiyah include 1) efforts made by President Joko 
Widodo by ordering related institutions to protect Siti Aisyah, 2) diplomatic 
protection carried out by the Ministry of Foreign Affairs by providing consular 
access and legal assistance. 3) diplomatic protection carried out by the Ministry 
of Law and Human Rights by sending a letter to the Attorney General Tommy 
Thomas 








































Siti Masruroh, 2021, “Upaya Diplomatik Pemerintah Indonesia dalam 
Membebaskan Siti Aisyah dari Dugaan Pembunuhan Kim Jong Nam.” Skripsi 
Program Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN 
Sunan Ampel Surabaya. 
Penelitian ini membahas tentang upaya diplomatik yang dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia dalam membebaskan Siti Aisyah dari dugaan pembunuhan 
Kim Jong Nam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
upaya diplomatik pemerintah Indonesia dalam membebaskan Siti Aisyah dari 
dugaan Kim Jong Nam. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan 
adalah kualitatif sedangkan tekniknya menggunakan teknik deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Penelitian ini 
menggunakan konsep perlindungan diplomatik. Hasil dari penelitian ini adalah 
upaya perlindungan diplomatik yang dilakukan kepada Siti Aiyah meliputi 1) 
upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan cara memerintah lembaga 
terkait untuk melindungi Siti Aisyah, 2) perlindungan diplomatik yang dilakukan 
oleh Kementerian Luar Negeri dengan cara memberikan akses konsuler dan 
bantuan hukum, 3) perlindungan diplomatik yang dilakukan oleh Kementerian 
Hukum dan HAM dengan cara mengirimkan Surat kepada Jaksa Agung Tommy 
Thomas 
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A. Latar Belakang Masalah 
Setiap negara wajib melakukan perlindungan kepada warga negaranya. 
Begitu pula dengan Indonesia, yang harus melindungi warganya  dimanapun 
warganya berada. Perihal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 
pada alinea ke 4. Kemudian dipaparkan pada Batang Tubuh UUD 1945 Pasal 
24 D ayat 1 yang menyatakan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum”2. Apabila seseorang berada di negara lain, maka secara 
otomatis ia harus tunduk kepada hukum negara tersebut. Namun, seseorang 
tersebut tetap mendapatkan perlindungan dari negara asalnya3. Ketika 
seseorang berada di negara lain, maka negara asal tidak boleh melanggar 
kedaulatan negara lain meskipun dengan alasan memberikan perlindungan 
bagi warga negaranya. 
Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri setiap tahun selalu 
mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan WNI yang 
berada di luar negeri menempati posisi sebagai pekerja migran. Ada beberapa 
alasan yang membuat warga negara Indonesia berbondong-bondong menjadi 
 
2 B. Sen, A Diplomat’s Handbook on International Law and Practice (The Hague : 
Martinus Nijhoff, 1965), 279 
3 L. Oppenheim, International Law a Treaties, Volume 1, Peace (London : Longmans, 
1967), 686 
 


































PMI, antara lain : pertama, faktor ekonomi yang mana seseorang ingin 
mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi di negara tujuan sehingga dapat 
meningkatkan taraf hidup dan dapat memperbaiki perekonomian keluarganya. 
Kedua, faktor perbedaan upah dan peluang pekerjaan. Ketiga, faktor 
demografi dan tidak meratanya pembangunan ekonomi antara negara asal 
dengan negara tujuan. Keempat, adanya peran jaringan migrasi. Kelima, 
faktor sejarah, budaya dan bahasa yang tak jauh berbeda. Sehingga hubungan 
kerjasama ajan lebih mudah dibandingkan dengan negara-negara lain. 
Dengan adanya PMI di luar negeri tentu menjadi keuntungan tersendiri 
bagi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan selain angka pengangguran di 
dalam negeri menurun juga dapat meningkatkan devisa negara. 
Keberangkatan PMI menuju ke luar negeri melalui dua jalur4. Jalur tersebut 
yaitu melalui lembaga penyaluran resmi atau prosedural dan melalui jalur 
tidak resmi atau non prosedural. Jalur non prosedural banyak dipiih oleh para 
PMI karena mereka ingin cepat, murah dan mudah dalam melakukan migrasi 
tanpa dokumen. Akan tetapi hal tersebut akan memunculkan masalah 
tersendiri. Karena pada jalur ilegal, para PMI tidak memiliki dokumen yang 
resmi serta kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan. 
Kurangnya pengetahuan serta keterampilan para PMI, mengakibatkan 
mereka terlibat dalam suatu permasalahan5. Sehingga ketika berada di negara 
 
4 Detikcom, “Blak-blakan Menkum Yasonna H Laoly : Lika-liku Bebaskan Siti Aisyah,” 
Sumber : YouTube, https://m.youtube.com/watch?v=Oab6LdYzW9s 
5 Nabiel Purwanda, “Banyak Calon PMI yang Terjebak Masalah,Berangkat  Non 
Prosedural. Tahun ini Ada Dua TKW Alami Depresi,” Literasi News, 19 Februari 2021, diakses 
 


































tujuan banyak sekali permasalahan yang dialami oleh para PMI mulai dari 
deportasi, kekerasan oleh majikan, gaji tidak dibayar hingga terlibat masalah 
hukum dan lain-lain. Hal tersebut terjadi oleh Siti Aisyah, ia dan Doan Thi 
Huong wanita asal Vietnam diduga melakukan pembunuhan terhadap Kim 
Jong Nam di Bandara Kuala Lumpur Malaysia. Pada 13 Februari 20176, 
Mereka diduga melakukan penyerangan terhadap Kim Jong Nam dengan cara 
mengusapkan sarung tangan yang telah dibubuhi racun VX ke bagian wajah 
Kim Jong Nam sehingga menyebabkan kematian. 
Setelah mendengar soal kasus yang dialami Siti Aisyah, pemerintah 
melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan serta 
mengusahakan pembebasan terhadap Siti Aisyah. Upaya tersebut dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia dengan cara melakukan kolaborasi berbagai 
lembaga pemerintahan yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. 
Sehingga pada 11 Maret 2019 Siti Aisyah dibebaskan dari segala tuduhan7. 
Untuk itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti kasus Siti Aisyah, 
karena dalam kasus tersebut Siti Aisyah diduga membunuh Kim Jong Nam 
yang notabennya adalah kakak Tiri dari Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. 
Selain itu dalam kasus ini melibatkan 4 yurisdiksi negara yaitu Vietnam, 
Indonesia, Malaysia dan Korea Utara. Kasus ini tergolong dalam kasus yang 
 
pada 15 Juli 2021, https://literasinews.pikiran-rakyat.com/peristiwa/pr-921463698/banyak-calon-
pmi-terjebak-masalah-berangkat-non-prosedural-tahun-ini-ada-dua-tkw-pulang-alami-depresi 
6 Humas, “Pemerintah Indonesia Berhasil Bebaskan Siti Aisyah,” Portal AHU, 11 Maret 
2019, diakses pada 15 Juli 2021, https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2198-
pemerintah-indonesia-berhasil-bebaskan-siti-aisyah 
7 Ibid.,  
 


































berat, sehingga pemerintah Indonesia merespon cepat dalam melakukan 
upaya perlindungan diplomatik kepada Siti Aisyah. Sehingga, Siti Aisyah 
dibebaskan dari segala tuntutan pada 11 Maret 2019, setelah dipenjara selama 
2 tahun 23 hari.  
Kebebasan Siti Aisyah merupakan hasil dari upaya perlindungan yang 
dilakukan pemerintah Indonesia melalui lembaga yang terkait. Dalam 
peneliti, tertarik untuk membahas tentang upaya-upaya dari beberapa lembaga 
pemerintah Indonesia yang berperan dalam memberikan perlindungan serta 
membebaskan Siti Aisyah dari dugaan pembunuhan Kim Jong Nam. Untuk 
itu peneliti akan meneliti tentang upaya Diplomatik Pemerintah Indonesia 
dalam membebaskan Siti Aisyah dari dugaan pembunuhan Kim Jong Nam. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut, peneliti membatasi pembahasan dengan 
rumusan masalah yaitu : Bagaimana upaya diplomatik pemerintah Indonesia 
dalam membebaskan Siti Aisyah dari dugaan pembunuhan Kim Jong Nam ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui bagaimana upaya diplomatik pemerintah Indonesia dalam 






































D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan 
kontribusi baik dalam bidang akademis maupun praktis : 
1. Manfaat Akademis. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang upaya 
diplomatik pemerintah Indonesia dalam membebaskan Siti Aisyah dari 
dugaan pembunuhan Kim Jong Nam. Untuk itu, hasil dari penelitian ini 
diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dalam 
mengembangkan Hubungan Internasional di era kontemporer. Selain itu, 
penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber rujukan maupun 
referensi bagi pihak yang berminat untuk melakukan penelitian yang 
sejenis. 
2. Manfaat Praktis. 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi, pemerintah 
serta masyarakat. 
E. Tinjauan Pustaka 
Ketika melakukan penelitian, penelitian terdahulu menjadi pijakan 
dalam melakukan penyusunan penelitian. Karena penelitian terdahulu akan 
dijadikan pembanding dengan apa yang akan peneliti teliti. Di sini terdapat 
beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut : 
1. Penelitian oleh Zida Amalia dengan judul “Diplomasi Indonesia dalam 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Malaysia Tahun 2016-
 


































2017”8. Penelitian Zida membahas tentang diplomasi perlindungan 
terhadap pekerja migran di Malaysia. Diplomasi perlindungan yang 
dilakukan pemerintah memiliki tiga strategi yaitu; prevetion, early 
detection, immediate respone. Selain itu, dalam Zida juga membahas 
tentang upaya Presiden Jokowi yang gencar melakukan diplomasi untuk 
perlindungan WNI yang berada di Malaysia. Ada perbedaan antara 
penelitian Zida dengan milik peneliti, letaknya pada studi kasus, dimana 
peneliti akan meneliti kasus yang dialami WNI Siti Aisyah. Fokusnya 
adalah perlindungan diplomatik terhadap Siti Aisyaah dari mulai 
ditangkap polisi Diraja Malaysia hingga dibebaskan. 
2. Penelitian oleh Sandy Verdiyan Putra, berjudul “Kejahatan Transnasional 
Terbunuhnya Kim Jong Nam di Malaysia”9. Penelitian Sandy 
memaparkan tentang kejahatan Transnasional terbunuhnya Kim Jong 
Nam dimana pelakunya berasal dari berbagai negara dan pembunuhan ini 
termasuk pembunuhan berencana yang didasari oleh kepentingan politik. 
Dalam penelitian Sandy penyelesaian kasus pembunuhan Kim Jong Nam 
menggunakan prinsip-prinsip yurisdiksi Hukum Internasional dan 
menganut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia. Terdapat 
perbedaan dalam penelitian Sandy dengan milik peneliti. Perbedaanya 
tersebut terletak pada fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan 
 
8 Zida Amalia, “Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di 
Malaysia Tahun 2016-2017”, (Skripsi Hubungan Internasional, UIN Sunan Ampel Surabaya, 
2019) 
9 Sandy Verdiyan Putra, “Kejahatan Transnasional Terbunuhnya Kim Jong Nam di 
Malaysia”, (Skripsi Hubungan Internasional, Universitas Jember, 2018) 
 


































meneliti tentang upaya diplomatik Indonesia serta perlindungan yang 
dilakukan oleh Indonesia kepada Siti Aisyah yang merupakan salah satu 
terduga pembunuhan. Setelah kasus tersebut terkuak dan menyeret nama 
warga Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui perwakilan KBRI di 
Malaysia langsung memberikan perlindungan terhadap Siti Aisyah dalam 
menghadapi kasus tersebut. 
3. Penelitian oleh Anitya Nur Indah Permatasari dengan judul “Perlindungan 
Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Masa Pra Penempatan 
(Tinjauan Yuridium UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 
Perlindungan TKI di Luar Negeri)”10. Penelitian Anitya menjelaskan 
mengenai hak-hak yang harus didapatkan oleh para PMI. Berdasarkan UU 
No. 39 Tahun 2004, para PMI memiliki hak perlindungan dari negara asal 
ketika ia berada di negara lain tempat ia bekerja. Para pekerja migran 
memiliki hak jaminan hukum serta jaminan kesejahteraan sosial. Ada 
perbedaan dalam penelitian Anitya dengan milik peneliti yang terletak 
pada studi kasus serta peran pemerintah. 
4. Penelitian oleh Nur Imamatul Kholifah, dengan judul “Protes Indonesia 
atas Eksekusi Mati Tanpa Notifikasi Pekerja Migran Indonesia oleh Arab 
Saudi pada Tahun 2018”11. Penelitian Imamatul memaparkan tentang 
keputusan yang diambil pemerintah dalam menyikapi eksekusi mati PMI 
 
10 Anitya Nur Indah Permatasari, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Yuridium UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 
Perlindungan TKI di Luar Negeri)”, (Skripsi Hukum, IAIN Surakarta, 2019) 
11 Nur Imamatul Kholifah, “Protes Indonesia atas Eksekusi Mati Tanpa Notifikasi Pekerja 
Migran Indonesia oleh Arab Saudi pada Tahun 2018”, (Skripsi Hubungan Internasional, 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019) 
 


































di Arab Saudi tanpa notifikasi. Indonesia hanya melayangkan protes 
kepada Arab Saudi. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia dapat 
melakukan negosiasi terhadap Arab Saudi. Sehingga kedepannya Arab 
Saudi memberikan notifikasi jika ada eksekusi mati terhadp PMI. 
Terdapat perbedaan antara penelitian Imamatul dengan yang akan 
penelitian ini. Dalam kasus Tuti Tursilawati dan Zaini Misrin, Indonesia 
tidak mendapatkan notifikasi sehingga tidak dapat melakukan diplomatik 
perlindungan terhadap PMI tersebut. 
5. Penelitian oleh Fatwa Rizki Ananda, berjudul “Perlindungan Pemerintah 
RI Terhadap TKI Terpidana Mati”12. Penelitian Fatwa memaparkan 
tentang kasus yang dialami oleh PMI asal Pontianak yang  yang divonis 
hukuman mati dengan cara digantung oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam 
Malaysia. Mereka didakwa melakukan pembunuhan karena memasuki 
rumah melalui atap untuk melakukan pencurian. Setelah mendengar kasus 
tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigari memberikan protes 
terhadap proses hukum yang dijalani Frans dan Dharry Alasannya mereka 
berdua hanya membela diri. Terdapat persamaan penelitian Fatwa dengan 
yang akan penelitian ini yang terletak pada upaya perlindungan 
pemerintah.  
6. Artikel yang ditulis oleh Paramitaningrum dkk yang berjudul “Model 
Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara 
 
12Fatwa Rizki Ananda, “Perlindungan Pemerintah RI Terhadap TKI Terpidana Mati”, 
(Skripsi Siyasah Jinayah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013) 
 


































Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri”13. Artikel 
tersebut memaparkan tentang model diplomasi pemerintahan Indonesia 
yang lebih memprioritaskan perlindungan secara hukum. dengan kata lain 
melakukan pendampingan dan perlindungan secara hukum atas setiap 
kasus yang dialami oleh WNI. Terdapat persamaan dalam artikel ini yang 
terletak pada  upaya pemerintah dalam melindungi WNI di luar negeri. 
Tetapi memiliki perbedaan, yaitu terdapat peran penting salah satu pejabat 
pemerintah Indonesia yang mana bisa membuat WNI tersebut dibebaskan 
dari penjara dan segala tuduhan. 
7. Penelitian oleh Nova Andriani yang berjudul “Perlindungan  Hukum 
Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia”14. Penelitian Nova memaparkan tentang upaya perlindungan 
kepada PMI yang merujuk pada UU No 18 Tahun 2017. Ada beberapa 
tahap perlindungan PMI berdasarkan UU No 18 Tahun 201715, yaitu 
sebelum pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Penelitian 
Nova memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu adanya UU No 18 
Tahun 2017 yang menjadi salah satu upaya perlindungan terhadap WNI 
yang berprofesi menjadi PMI. Selain itu, memiliki perbedaan yang 
 
13Paramitaningrum dkk, “Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap 
Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri”, Global and 
Strategis Jurnal Volume 12, Nomor 1 (Jurnal Universitas Bina Nusantara, 2018) 
14 Nova Andriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau 
Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia”, (Skripsi Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019) 
15 Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perindungan Pekerja Migran 
 


































terletak pada subjek penelitian. Dimana peneliti akan meneliti upaya 
diplomatik yang dilakukan pemerintah dalam membebaskan Siti Aisyah 
dari dugaan pembunuhan Kim Jong Nam. Dalam upaya perlindungan 
diplomatik banyak lembaga yang berkontribusi dalam melindungi Siti 
Aisyah sehingga ia bisa bebas dari segala tuduhan. 
8. Artikel yang ditulis oleh A.A Titah Ratihtiari dan I Wayan Parsa dengan 
judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar 
Negeri”16. Dalam tulisan ini membahas tentang upaya pemerintah dalam 
melindungi PMI melalui Program Desmigratif (Desa Migran Produktif). 
Program tersebut bertujuan meningkatkan perlindungan PMI mulai dari 
desa. Program ini dihadirkan di desa yang  mayoritas warganya  bekerja 
sebagai PMI. Terdapat empat pilar dalam program tersebut yaitu; pusat 
layanan migrasi di desa, kegiatan yang berkaitan dengan usaha produktif, 
kegiatan untuk menangani anak-anak PMI, koperasi usaha. Terdapat 
perbedaan antara artikel ini dengan penelitian milik peneliti yang terletak 
pada fokusnya. Fokus peneliti ialah perlindungan pemerintah dalam 
membebaskan Siti Aisyah dari dugaan pembunuhan Kim Jong Nam.  
9. Artikel yang ditulis oleh Salmon Albertnego Manurung dan Nabiatus 
Sa’adah dengan judul “Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia 
dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia”17. Dalam artikel 
 
16 A. A Titah Ratihtiari dan I Wayan Parsa, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja 
Migran Indonesia di Luar Negeri”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 7 (2019) :  9 , 
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/50129 
17 Salmon Abertnego Manurung dan Nabitatus Sa’adah, “Hukum Internasional dan 
Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia”,  Jurnal Pembangunan 
 


































tersebut membahas tentang perlindungan PMI oleh pemerintah. 
Kementerian Luar Negeri memiliki tugas tersendiri dalam melindungi 
warga negaranya baik WNI maupun BHI. Upaya perlindungan yang 
dilakukan ada tiga yaitu, pertama perlindungan teknis misalnya 
penyediaan rumah singgah dan repatriasi; kedua, perlindungan yuridis 
mencakup upaya-upaya perakilan RI untuk memberikan bantuan hukum; 
ketiga, perlindungan politis berupa MOU dengan negara tempat PMI 
bekerja. Terdapat kesamaan antara artikel tersebut dengan penelitian milik 
peneliti yang terletak pada salah satu upaya perlindungan yang dilakukan 
oleh pemerintah. Akan tetapi terdapat perbedaan yang terletak pada fokus, 
peneliti akan fokus terhadap upaya perlindungan yang dilakukan 
pemerintah dalam membebaskan Siti Aisyah dari kasus dugaan 
pembunuhan. 
10. Penelitian oleh Try Kuntarto yang berjudul “Perlindungan Pemerintah 
Republik Indonesia Terhadap Warga Negara Indonesia yang Menjadi 
Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Transnasional”18. 
Penelitian Try membahas tentang perlindungan yang diberikan oleh 
negara kepada WNI korban Human Trafficking. Pemberian perlindungan 
terhadap WNI dilakukan seorang perwakilan Indonesia. Dasar dari 
perlindungan tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4, 
 
Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 1 (2020) : 7, 
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/7206 
18Try Kuntarto, “Perlindungan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Warga Negara 
Indonesia yang Menjadi Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking) Transnasional”, (Skripsi 
Hukum, Universitas Indonesia, 2011) 
 


































UU Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999, dan UU Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO). Penelitian Try memiliki persamaan dengan penelitian ini yang 
terletak pada dasar perlindungan pemerintah Indonesia. Akan tetapi 
memiliki berbedaan yang terletak pada kasus yang diambil. Kasus yang 
diambil peneliti adalah kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh 
Siti Aisyah kepada warga negara Korea Utara di Malaysia. 
11. Penelitian oleh Arum Catur Wahyuni yang berjudul “Bingkai Berita WNI 
(Warga Negara Indonesia) dalam Kasus Pembunuhan Kim Jong Nam 
analisis Framing pada portal Berita BBC Indonesia dan Utusan Malaysia 
Periode Februari-Oktober 201719”. Dalam penelitian Arum membahas 
tentang analisis terhadap pemberitaan kasus Siti Aisyah yang dibingkai 
dalam berita BBC Indonesia dan Utusan Malaysia. Dalam penelitian 
Arum menggunakan analisis Framing yang mana memaparkan tentang 
perbedaan penyajian berita dari dua negara yang berkaitan dengan kasus 
Siti Aisyah. Terdapat perbedaan dalam penelitian Arum dengan penelitian 
ini, letaknya terdapat pada unit analisis. Dalam penelitian ini, unit 
analisisnya adalah pemerintah Indonesia yang mana fokusnya akan 
membahas tentang upaya-upaya pemerintah dalam membebaskan Siti 
Aisyah dari dugaan pembunuhan Kim Jong Nam. 
 
19 Arum Catur Wahyuni, “Bingkai Berita WNI (Warga Negara Indonesia) dalam Kasus 
Pembunuhan Kim Jong Nam (Analisis Framing pada Portal Berita BBC Indonesia dan Utusan 
Malaysia Periode Februari - Oktober 2017)”, (Skripsi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam 
Indonesia, 2018) 
 


































Dalam penelitian ini, terdapat banyak perbedaan dari penelitian 
yang sebelum-sebelumnya. Penelitian ini membahas tentang keberhasilan 
Pemerintah dalam membebaskan Siti Aisyah yang diduga membunuh 
Kim Jong Nam melalui upaya-upaya diplomatik. Keberhasilan 
pembebasan tersebut merupakan hasil kolaborasi dari berbagai lembaga 
pemerintah Indonesia. Selain itu penelitian ini merupakan penelitian yang 
belum pernah diteliti. 
 
F. Argumentasi Utama 
Kebebasan Siti Aisyah merupakan salah satu hasil dari upaya 
diplomatik yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia. Upaya diplomatik 
tersebut oleh berbagai lembaga dengan melakukan kolaborasi. Lembaga 
tersebut adalah Kementerian Luar Negeri bersama KBRI di Malaysia dan 
Direktorat PWNI dan BHI, Kementerian Hukum dan HAM, serta upaya yang 
dilakukan Presiden Jokowi. 
 
G. Sistematika Pembahasan 
Dalam menyajikan penelitian ini, peneliti menyusun menjadi beberapa 
bagian : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan akan memuat tetang latar belakang permasalahan 
yang mana peneliti akan memaparkan alasan penting peneliti memilih isu ini 
untuk dilakukan penelitian. Setelah latar belakang, penliti akan melanjutkan 
 


































dengan rumusan maalah yang diangkat dalam penelitian ini tujuannya agar 
peneliti lebih fokus dalam menjawab rumusan masalah. Kemudian 
dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian. 
Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang 
akan digunakan peneliti untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara 
penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya 
peneliti akan memaparkan argumentasi utama yang menjadi jawaban 
sementara peneliti yang berasa dari hasil pra-riset. Terakhir adalah 
sistematika penulisan yang akan menjadi acuan bagi peneliti dalam 
memaparkan penelitian secara sistematis. 
BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL 
Pada bab kerangka konseptual menjabarkan tentang teori atau konsep 
yang digunakan untuk menganalisa fenomena yang sedang diteliti 
berdasarkan data-data yang ditemukan sesuai dengan fakta yang terjadi. 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep perlindungan diplomatik. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab metode penelitian menjabarkan tentang metode yang dipakai 
untuk melakukan penelitian ini. Di dalamnya mencakup pendekatan beserta 
jenis penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa 
data, pemeriksaan data serta teknik pemeriksa keabsahan data. 
BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 
Pada bab penyajian dan analisis data, peneliti akan menguraikan data-
data yang telah ditemukan oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Data 
 


































yang disajikan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi literatur yang 
kemudian dianalisis menggunakan konsep yang peneliti tentukan yaitu 
perlindungan diplomatik. Dengan adanya analisa ini diharapkan dapat 
menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab penutup merupakan akhir dari penelitian ini yang berisi 
kesimpulan dari seluruh pembahasan dari penelitian ini. Selain itu, dalam bab 
ini peneliti juga memberikan saran yang ditujukan untuk beberapa pihak yang 
terkait.  
 




































Konsep Perlindungan Diplomatik 
Pada tahun 1758, ahli hukum Swiss Emmerich Vattel menjelaskan prinsip 
dasar perlindungan diplomatik dalam tulisannya “Whoever illtreats a citizen 
indirectly injures the State, which muat protect that citizen”20. Siapa pun yang 
menganiaya warga negara secara tidak langsung juga melukai negara asalnya, 
untuk itu negara berhak untuk memberikan perlindungan. Prinsip bahwa suatu 
negara berhak melindungi warganya yang terluka di dalam ataupun luar negeri 
menjadi ciri utama hubungan antara  negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat 
dan Amerika Latin selama akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua 
puluh.  
Perlindungan diplomatik sering disalahgunakan oleh kekuatan barat, 
mereka menggunakannya untuk ikut camput dalam urusan-urusan negara-negara 
yang kurang kuat. Alhasil, pendekatan perlindungan diplomatik mendapatkan 
banyak kritikan dari negara berkembang terutama negara bekas jajahan. Akan 
tetapi, perlindungan diplomatik telah diakui sebagai hukum kebiasaan 
internasional oleh pengadilan dan tribunal internasional serta para sarjana. Setelah 
Perang Dunia Kedua, dengan penggunaan kekuatan dilarang sebagai instrument 
 
20John Dugard, Articles On Diplomatic Law, Leiden : Department of Public Law Leiden 
University, 2013, pg.1, http://legal.un.org/avl/ha/adp/adp.html, diakses pada 17 Juli 2020 
 


































hubungan internasional, perlindungan diplomatik mengambil bentuk lain seperti 
proses peradilan atau tekanan ekonomi. 
Dalam tulisan Denza, perlindungan diplomatik digunakan dalam arti 
formal, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh Komisi Hukum Internasional 
dalam draft artikelnya yaitu “seruan oleh suatu negara melalui tindakan 
diplomatik atau cara damai lainnya, dari tanggung jawab negara lain atas cedera 
yang disebabkan oleh tindakan salah internasional kepada perseorangan atau 
badan hukum yang merupakan warga negara dari sebelumnya dengan maksud 
untuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut”21. Tetapi, istilah perlindungan 
diplomatik juga digunakan secara informal yang berarti bantuan informal yang 
diberikan oleh perwakilan diplomatik dan konsuler kepada warga negaranya. Hal 
tersebut tercantum dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan 
Konsuler diantara fungsi dasar misi diplomatik dan konsuler “melindungi di 
negara penerima kepentingan negara pengirim dan warga negaranya”.  
Terdapat perbedaan antara perlindungan diplomatik formal dan informal. 
Perlindungan diplomatik formal akan dilakukan oleh suatu negara setelah 
habisnya upaya hukum lokal oleh salah satu warga negaranya. Sedangkan 
perlindungan diplomatik informal, dilakukan oleh agen diplomatik atau konsuler 
yang biasanya untuk membantu warga negaranya untuk mengakses dan 
memanfaatkan solusi lokal.  
 
21Eileen Denza, Nationality and Diplomatic Protection, Netherland : Netherland 
International Law Review Vol 65, No 3, pg. 466, 2018, pg. 466, 
https://link.springer.com/articles/101007/s40802-018-0119-4, diakses pada 17 Juli 2020.  
 


































Dalam Hukum Internasional dinyatakan setiap negara memiliki hak serta 
tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warganya. Hal tersebut 
tercantum dalam the Mavrommatis Palestine Concessions Case, the Permanent 
Court of International Justice22 dipaparkan “a state is entitled to protect its 
subjects, when injures by acts contrary to international law committed by another 
state, from whom they have been unable to obtain satisfaction through the 
ordinary channel”. Suatu negara wajib bertanggung jawab dalam setiap 
pelanggaran yang dialami oleh warga negaranya, oleh sebab itu suatu negara 
mempunyai hak serta kewajiban dalam memberikan perlindungan diplomatik 
terhadap warga negaranya yang mengalami kerugian di luar negeri. Kemudian 
dilanjutkan, pada Pasal 2 ayat 2 dalam International Law Commission Draft 
Articles on Diplomatic Protection 200623 menjelaskan “a state has the right to 
exercise diplomatic protection in accordance with the present draft articles”. 
Menurut Craig Forcese24, “ diplomatic protection is an action taken by a 
state agains another state in respect of injury to the person or property of national 
caused by an internationally wrongful act or omission attributable to the latter 
state”. Berarti, Perlindungan diplomatik merupakan tindakan yang diambil oleh 
 
22 Craig Forcese, “The Capacity to Protect : Diplomatic Protection of Dual National in the 
War on Terror”, European Journal of International Law Volume 17, (2006) : 373, 
http://ejil.org/pdf/17/2/79.pdf, diakses pada 17 Juli 2020. 
23 International Law Commission “Draft Articles on Diplomatic Protection with 
Commentaries”, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instrument/english/commentaries/9/8/2006.pdf, 
diakses pada 17 Juli 2020. 
24Craig Forcese, “The Capacity to Protect : Diplomatic Protection of Dual National in the 
War on Terror”, European Journal of International Law Volume 17, (2006) : 375, 
http://ejil.org/pdf/17/2/79.pdf, diakses pada 17 Juli 2020. 
 


































negara terhadap negara lain yang berhubungan dengan cedera kepada orang dan 
properti nasional yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang dilakukan 
oleh warga negaranya. 
Dalam melakukan perlindungan diplomatik, ada tiga syarat yang harus 
dilakukan25 : 
1. An International wrong, bahwa setiap negara mempunyai kewajiban 
untuk melakukan perlindungan diplomatik kepada warganya apabila 
terjadi pelanggaran internasional yang dilakukan warganya di negara 
lain. 
2. Exhaustion Local Remidies, bahwa perlindungan diplomatik akan 
dilakukan jika warga negara tersebut sudah melakukan usaha hukum 
lokal di negara penerima. 
3. Link of Nationality, bahwa perlindungan diplomatik hanya dapat 
diberikan kepada warga negara yang mengalami pelanggaran hukum 
internasional di negara lain.  
Secara umum dapat dikatakan bahwa perlindungan diplomatik hanya bisa 
dilakukan oleh suatu negara yang warganya mengalami pelanggaran hukum 
internasional oleh negara lain. Perihal tersebut tertuang pada Pasal 3 pada ayat ke 
1 the International Law Commission Draft Articles on Diplomatic Protection 
2006 yang berbunyi “The state entilted to exercise diplomatic protection is the 
 
25 Ibid., pg. 375-384 
 


































State nationality”26. Kemudian dalam pasal 4  menyatakan, “For the purposes of 
the diplomatic protection of a natural person, a State of nationality means a State 
whose nationality that person has acquired, in accordance with the law of that 
State, by birth, descent, naturalization, succession of States or in any other 
manner, not inconsistent with international law”. Kewarganegaraan seseorang 
didapat dari kelahiran, keturunan, suksesi negara, naturalisasi atau cara lain yang 
sesuai dengan hukum internasional27. 
 
1. Negara sebagai Subjek Hukum Internasional 
Pihak yang bisa bertanggung jawab atas hak dan kewajiban yang diatur 
dalam hukum internasional disebut sebagai subjek hukum internasional. 
Meskipun negara merupakan salah satu subjek hukum internasional, namun 
sampai saat ini belum ada perumusan yang pasti mengenai pengertian negara. 
Akan tetapi terdapat landasan hukum yang dipakai masyarakat internasional 
dalam mendebatkan pengertian negara yaitu berdasarkan Konvensi 
Montevideo tahun 1933. Dalam Konvensi ini terdapat beberapa persyaratan 
yang wajib dipenuhi oleh negara. Persyaratan tersebut adalah terdapat wilayah 
pasti, penduduk tetap, pemerintahan berdaulat serta mampu melakukan 
 
26United Nations, “Draft Articles on Diplomatic Protection with commentaries,” Article 3 
paragraph 1 (2006), https://legal.un.org/ilc/texts/instrument/english/draft_article/9_8_2006.pdf, 
diakses pada 27 Juli 2020 
27 Ibid., Article 4 
 


































hubungan antarnegara28. Akan tetapi, terdapat catatan bahwa penetapan syarat 
tersebut tidak bersifat mutlak. 
Negara mempunyai hak serta kewajiban di dunia internasional. Hak 
serta kewajiban tersebut ialah : hak serta kewajiban negara yang berkaitan 
mengenai wilayah dalam hubungan internasional, berhubungan bersama negara 
lain, berkaitan dengan masyarakat internasional, berhubungan dengan 
kepentingan ekonomi serta berhubungan dengan lingkungan dan yurisdiksi 
negara. 
Sebagai subjek hukum Internasional, negara memiliki wewenang dan 
kekuasaan terhadap semua yang berkaitan dengan warga negaranya. 
Kekuasaan dan kewenangan disebut dengan istilah yurisdiksi negara. 
Yurisdiksi negara menurut D.J Harris29 ialah “the power of state under 
international law to govern persons and property by its municipal law”. 
Kemudian dilanjutkan30 bahwa “the rules of state jurisdiction identify the 
persons and the property within the permissible range of a state’s law and iits 
procedures for enforcing that law”. Artinya, negara memiliki wewenang atas 
orang dan harta benda yang ada dalam kedaulatannya. Masalah yurisdiksi 
negara timbul sebab setiap negara yang ada di dunia mempunyai kedaulatan 
masing-masing dan mereka saling berhubungan satu sama lain. Ketika 
 
28 Montevideo, “Montevideo Convention on Right and Duties of States,” Article 1, pg. 3 
(1933),  http://www.ilsa.org/Jessup15/Montevideo%20Convention.pdf, diakses pada 27 Juli 2020 
29D.J Harris, Cases and Materials on International Law, Sixth Edition, (London : Sweet & 
Maxwell, 2004) pg. 265 
30Ibid., 
 


































hubungan tersebut saling keterkaitan, maka negara merasa memiliki 
kewenangan untuk mempertahankan kepentingannya. 
Terdapat lima prinsip umum yang berkaitan dengan yurisdiksi negara, 
yaitu : 
a. The territorial principle 
Prinsip ini mengacu pada tempat atau wilayah, yang mana suatu negara 
bebas untuk mengatur dan menegakkan undang-undang di dalam 
wilayahnya. 
b. The nationality principle 
Prinsip ini mengacu pada kebangsaan seseorang, artinya suatu negara 
dapat mengatur aktivitas warga negaranya yang berada di luar negeri. 
c. The protective principle 
Suatu negara dapat menjalankan yurisdiksi di luar wilayahnya atas 
pelanggaran yang merugikan kepentingan negaranya. 
d. The universality principle 
Prinsip ini memungkinkan setiap negara dalam menjalankan yurisdiksinya 
terhadap kejahatan seperti pembajakan, perbudakan dan kejahatan perang. 
e. The passive personality principle 
Prinsip ini dikenal dengan nama prinsip kewarganegaraan pasif, artinya 
suatu negara bisa menjalankan kekuasaannya kepada warganya di negara 
lain terkait persoalan yang dialaminya31.  
 
31 Ibid., pg. 266 
 


































2. Kewajiban Negara Penerima Terhadap Warga Negara Asing 
a. Warga negara asing meninggal di negara penerima 
Ketika warga negara asing meninggal dunia di negara penerima, 
maka negara penerima harus memberitahu kepada Perwakilan negara dari 
warga tersebut32. Selain itu, negara penerima juga harus memberitahukan 
kejadian yang mana perlu menunjuk seorang untuk memberikan 
perlindungan terhadap warga negara dari pengirim. Namun pemberitahuan 
mengenai informasi tersebut diberikan sesuai dengan aturan hukum negara 
penerima. 
b. Pelanggaran hukum oleh warga negara asing di negara penerima 
Ketika di negara penerima terdapat warga negara asing yang 
melakukan pelanggaran, maka negara penerima wajib memberitahukan 
kepada perwakilan negara pengirim. Selain itu, negara penerima harus 
memberikan hak dari perwakilan konsuler negara pengirim untuk 
mengunjungi warganya yang di penjara untuk berkomunikasi serta 
menghubungi warganya menggunakan surat, memberikan pendampingan 




32 Lihat Pasal 37 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler 
 


































3. Tugas dan Fungsi Perwakilan Berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan 
Konvensi Wina 1963  
Setiap negara merdeka mempunyai seorang perwakilan diplomatik atau 
konsuler. Penempatan perwakilan di luar negeri ini bertujuan untuk membina 
hubungan internasional antar negara. Karena perwakilan tersebut ditempatkan 
guna membawa kepentingan nasional negara pengirim ke negara penerima. 
Perwakilan diplomatik merupakan perwakilan negara yang ditugaskan ke 
negara lain untuk melakukan hubungan resmi dengan negara tersebut. 
Sedangkan perwakilan konsuler adalah perwakilan yang memperjuangkan 
kepentingan nasional negara pengirim pada tingkat daerah yang bertugas 
melindungi kepentingan warga negaranya dan memajukan kepentingan 
perdagangan, industri dan pelayanan.  
a. Tugas Perwakilan Diplomatik menurut Konvensi Wina 196133 ; 
1) mewakili negaranya di negara lain; 
2) melindungi kepentingan negaranya dan kepentingan warganya di 
negara lain tanpa melanggar ketentuan hukum internasional; 
3) melakukan perundingan dengan negara lain; 
4) mendapatkan kepastian melalui berbagai upaya yang sah yang 
berhubungan dengan kondisi dan perkembangan negara tempat 
perwakilan dan melaporkan ke pemerintah negaranya; 
 
33 United Nation, Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961 
 


































5) mengembangkan hubungan persahabatan negaranya dengan negara 
tempat perwakilan dan meningkatkan hubungan perekonomian, 
budaya serta ilmu pengetahuan. 
b. Tugas Perwakilan Konsuler menurut Konvensi Wina 1963 
Perwakilan Konsuler mempunyai wewenang yang berbeda dengan 
perwakilan diplomatik. Menurut Edy Suryono dan Moenir 
Arisoehanda34, fungsi perwakilan konsuler memperioritaskan kepada 
fungsi perlindungan atas kepentingan para warga negaranya di negara 
lain beserta memajukan kepentingan perdagangan, industri, dan 
pelayaran antar kedua negara. Tugas perwakilan konsuler adalah 
menciptakan goodwill (itikad baik) dan meningkatkan kerjasama 
internasional antar pemerintah dan rakyat dari kedua negara.  
4. Dasar Hukum Perlindungan Warga Negara oleh Pemerintah Indonesia  
Dalam upaya melindungi warganya yang ada di luar negeri, pemerintah 
Indonesia berupaya melakukan perlindungan yang berdasarkan : 
a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 
Dalam menganalisa tentang perlindungan terhadap Siti Aisyah oleh 
pemerintah, ada beberapa dasar yang digunakan. Salah satunya ialah 
amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke 435. 
Hal tersebut dijelaskan :  
 
34 Edy Suryono dan Moenir Arisoehanda, Hukum Diplomatik Kekebalan dan 
Keistimewaannya, (Bandung : Angkasa, 1991) hlm. 29 
35 Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945  
 


































“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 
dunia….” 
 
c. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999  
Dalam undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Bab V Pasal 21, 
mengatur tentang perlindungan terhadap seluruh warga negara 
Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri36. Pemerintah selalu 
melindungi setiap kepentingan warga dan badan hukum negaranya yang 
sedang mengalami permasalahan hukum dengan perwakilan negara 
asing baik di dalam maupun luar negeri.  
Selanjutnya dipaparkan dalam pasal 19 kewajiban dari perwakilan 
negara ialah37: menjaga persatuan serta kerukunan semua warga 
Indonesia di luar negeri, memberi pengayoman, memberikan 
perlindungan serta bantuan hukum bagi warga dan badan hukum 
Indonesia di luar negeri, yang sesuai dengan aturan hukum nasional 
maupun internasional. Perihal warga negara yang sedang terancam 
bahaya, Perwakilan Indonesia wajib untuk memberikan perlindungan, 
membantu serta mengumpulkan mereka di tempat yang aman, serta 
mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia dengan 
dibiayai oleh negara. 
 
36 Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Bab V Pasal 21 tentang Perlindungan 
Warga Negara Indonesia 
37 Ibid., Pasal 19  
 


































d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengatur tentang Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia di luar negeri. 
Menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 201738, perlindungan 
terhadap pekerja migran merupakan seluruh usaha yang dilakukan 
pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan calon 
pekerja migran guna mewujudkan terjaminnya hak-hak  pekerja yang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, 
maupun sesudah bekerja. Tugas dari pemerintah ialah mengatur, 
membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan 
dan perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri.  
e. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tentang 
Pelayanan Warga pada perwakilan RI di Luar Negeri. 
Pelayanan yang dilakukan oleh perwakilan negara di luar negeri 
terhadap warganya dipaparkan dalam peraturan Menteri Luar Negeri 
Nomor 5 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut,39 perlindungan 
diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang berada di luar 
negeri. Perlindungan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri 
memperhatikan Prinsip : 
 
38 Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia 
39 Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 Tahun 2018 Bab II, Pasal 2, tentang Perlindungan 
Warga Negara Indonesia. 
 


































a. Perlindungan dilakukan oleh pihak yang berwenang dan 
bertanggung jawab sesuai hukum 
b. Perlindungan yang dilakukan tidak boleh mengambil alih 
tanggung jawab pidana atau perdata warga negaranya 
c. Perlindungan dilakukan harus sesuai dengan aturan hukum 
negara setempat dan kebiasaan internasional. 
Pihak yang melakukan perlindungan terhadap warga negara 
Indonesia yang berada di luar negeri adalah40 negara, Kementerian Luar 
Negeri, Perwakilan negara yang berkoordinasi dengan Kementerian 
Luar Negeri, lembaga lain yang berkoordinasi dengan Kementerian 
Luar Negeri. Dalam melakukan perlindungan terhadap warga negara 
Indonesia yang berada di luar negeri, terdapat beberapa cakupan 
perlindungan. Cakupan perlindungan tersebut antara lain41:  
1. Pencegahan, pencegahan biasanya dilakukan dengan cara 
memperkuat peraturan, mempromosikan penyadaran 
masyarakat, memperkuat kelembagaan serta meningkatkan 
kerjasama perlindungan baik antar lembaga maupun antar 
negara. 
2. Deteksi dini, deteksi dini dilakukan dengan cara 
mengidentifikasi akibat dari permasalahan yang dialami oleh 
 
40Ibid., Pasal 3 
41Ibid., Pasal 4 
 


































warga negara, melakukan tindakan untuk mengurangi akibat 
tersebut, serta siap siaga ketika akibat tersebut terjadi. 
3. Respons cepat , respon cepat dilakukan dengan cara merespon 
laporan dengan cepat, menganalisis masalah dengan cepat tetapi 
tepat, menentukan langkah yang tepat untuk menangani 
masalah, menangani masalah. 
 




































A. Jenis dan Pendekatan 
Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-
deskriptif. Menurut Creswell dalam buku metode penelitian kualititif oleh 
Conny R Semiawan, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk 
mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Dalam memahami gejala 
sentral, peneliti melakukan upaya memperoleh data pendukung dengan cara 
wawancara hingga artikel. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan 
dengan sumber yang lainnya, kemudian dilakukan interpretasi untuk 
mendapatkan makna yang tepat. Hasil akhir dari penelitian kualitatif pada 
umumnya disajikan dalam bentuk laporan tertulis. Penelitian kualitatif sangat 
dipengaruhi oleh pandagan, pemikiran serta pengetahuan peneliti42. Penelitian 
kualitatif menekankan pada pengamatan substansi dari suatu fenomena. 
Perhatian penelitian kualitatif tertuju pada elemen manusia, objek, institusi 
serta hubungan antara elemen-elemen tersebut43.  
Pada penelitian ini, jenis metode yaang digunakan ialah deskriptif. 
Metode deskriptif akan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis 
terhadap suatu fenomena dalam penelitian ini dengan cara memaparkan data-
data yang telah ditemukan oleh peneliti. Data yang ditemukan oleh peneliti, 
 
42 Conny R Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan 
Keunggulannya, (Jakarta : Grasindo, 2010), hal. 7 
43 Ibid., hal.13 
 


































berdasarkan data dan fakta yang terjadi yang berupa kata-kata, gambar dan 
data-data lain yang tidak berupa angka. Sehinga metode deskriptif bertujuan 
untuk mendeskripsikan atau memaparkan berbagai fenomena yang telah 
terjadi tanpa mengukur dan menguji hal tersebut serta mencoba untuk 
menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu gambaran terhadap fenomena 
tertentu44. 
 
B. Waktu Penelitian 
Penyusunan hasil penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2020 
hingga Juni 2021. 
 
C. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa 
Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Indonesia. Adapun unit 
analisis penelitian ini yaitu upaya perlindungan diplomatik yang dilakukan 
oleh pemerintah Indonesia dalam membebaskan warga negara Indonesia dari 
dugaan pembunuhan Kim Jong Nam. Penentuan tingkat analisa suatu 
penelitian berguna untuk memperjelas dalam menentukan fokus penelitian. 
Tingkat analisa merupakan target yang akan dianalisis yang mana peneliti 
dapat memperoleh gambaran deskripsi, penjelasan dan perkiraan sehingga 
 
44 Burhan Bungin, ”Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan 
Ilmu Sosial Lainnya,” (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 68.  
 


































peneliti dapat menemukan variabel yang tepat atas tindakan subjek yang 
diteliti45. 
Tingkat analisa dalam suatu penelitian dibagi menjadi 3 tingkatan 
yakni 46: sistem (system level analysis), negara-bangsa (state level analysis) 
dan individu (individual level analysis). Tingkat analisa sistem adalah tingkat 
analisa yang dapat memberikan pola tentang perilaku dari suatu negara dan 
tingkat saling ketergantungan diantara kedua pihak. Tingkat analisa bangsa-
negara adalah tingkat analisa yang menjelaskan tentang perilaku dari suatu 
negara yang ditentukan oleh faktor-faktor internal tersebut. Tingkat analisa 
individu adalah tingkat analisa yang fokus pada seseorang sebagai aktor yang 
berguna untuk menganalisis bagaimana suatu individu mempengaruhi dalam 
pengambilan keputusan. 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat analisa negara-
bangsa, karena negara merupakan state actor. Negara merupakan sebuah 
sistem pemerintahan yang memiliki hak untuk mengatur dan melindungi 
warga negaranya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga dalam 
Hubungan Internasional, negara merujuk pada keputusan pemerintah 





45 Olivia Y, Level analisis sistem dan teori hubungan internasional, Jurnal Analisa Sistem 
dan Teori Internasional 5(2013) 896  
46 Ibid., 899  
 


































D. Tahap-Tahap Penelitian 
Terdapat beberapa tahapan-tahapan yang ada dalam menyusun suatu 
penelitian kualitatif : 
1. Tahap pra penelitian. 
Pada tahap pra penelitian, peneliti akan menentukan fokus, 
menentukan topik serta menyesuaikan teori dengan isu yang akan diteliti. 
Dalam menentukan permasalahan, peneliti melakukan pra penelitianan untuk 
mencari isu yang dirasa menarik untuk diteliti. Untuk itu peneliti akan 
berfokus pada kasus Siti Aisyah yang mana ia diduga menjadi salah satu 
pembunuh Kim Jong Nam. Selain itu terdapat upaya diplomatik yang 
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membebaskan Siti Aisyah. 
2. Tahap pelaksanaan 
Dalam tahap pelaksanaan, peneliti akan mengumpulkan data-data 
yang berkaitan dengan fokus penelitian. Peneliti menggunakan beberapa 
literatur seperti dokumen, buku, jurnal, artikel, berita maupun dari sumber 
yang lain yang berkaitan dengan topik penelitian.  Pengumpulan literatur 
yang digunakan menggunakan sumber resmi yang kebenarannya dapat 
dipertanggungjawabkan. 
3. Tahap analisis data 
Dalam tahap analisis data, peneliti akan membandingkan, mengolah 
serta menganalisa data sehingga dapat diperoleh sebuah kontruksi hasil 
penelitian yang logis dan sistematis diproses. Pada tahap ini peneliti 
mendapat berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan topik 
 


































penelitian. Kemudian data-data tersebut dibandingkan keabsahannya sehingga 
analisa yang dibuat menjadi lebih valid. Selanjutnya data-data tersebut 
dikaitkan dengan konsep sebagai analisis untuk menambah pendalaman 
terhadap informasi yang dikaji. 
4. Tahap penulisan laporan 
Pada tahap penulisan laporan, peneliti akan menyusun hasil penelitian 
dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data hingga interpretasi data. 
Kemudian, hasil penelitian ini dikonsultasikan dengan dosen pembimbing 
untuk memperoleh saran dalam perbaikan terhadap hasil penelitian. 
5. Tahap terakhir adalah finalisasi laporan penelitian dan melakukan 
kelengkapan syarat lain kemudian dilanjutkan dengan diadakannya ujian 
tugas akhir. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan 
metode studi literatur dengan teknik dokumentasi. Menurut Burhan Bugin 
dalam buku metodologi penelitian kualitatif oleh Albi Anggito dan Johan 
Setiawan47, studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang 
menggunakan bahan-bahan atau informasi yang telah diterbitkan. Sedangkan 
teknik dokumentasi berupa metode pengumpulan data melalui informasi atau 
dokumen yang merujuk pada materi seperti foto, video, film, memo, surat, 
 
47 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Sukabumi : Jejak 
Publisher) 
 


































catatan harian, catatan kasus klinis dan memorabilia yang digunakan untuk 
mendukung penelitian. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data 
sekunder, yang mana peneliti melakukan pengumpulan data dari pihak ketiga 
yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, berita online, website resmi 
pemerintah Indonesia, video press conference  pemerintah Indonesia, video 
rekaman wawancara Menteri Yasonna H Laoly dengan Detik News. Data 
yang digunakan merupakan data yang kredibel dan keabsahannya dapat 
dipertanggungjawabkan. 
 
F. Teknik Analisa Data 
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa data dari 
Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman terdapat beberapa cara 
yang harus dilakukan dalam menganalisa data yakni sebagai berikut:48 
1. Reduksi data 
Tahap Reduksi data dilakukan dengan cara menajamkan analisis, 
mengelompokkan pada setiap permasalahan melalui uraian singkat, 
mengklasifikasikan, mengarahkan serta menghilangkan data-data yang tidak 
diperlukan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan data yang 
diperoleh, maka peneliti akan fokus untuk membahas upaya diplomatik 
pemerintah Indonesia dalam membebaskan Siti Aisyah dari dugaan 
pembunuhan Kim Jong Nam. 
 
48  Miles dan Huberman,  Analisis Data Kualitatif, (Jakarta : Universitas Indonesia Press), 
hal. 192 
 


































2. Penyajian data 
Setelah melakukan reduksi data, tahap selanjutnya ialah penyajian 
data. Peneliti akan menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan 
yang akan mempermudah dalam memahami data yang diperoleh agar hasil 
dari reduksi terorganisir dan tersusun. 
3. Penarikan kesimpulan 
Tahap ini dilakukan dengan menarik kesimpulan dari data yang 
diperoleh dari proses penelitian yang telah dianalisis. Tujuannya yaitu agar 
mempemudah peneliti dalam mengetahui benang merah dari semua proses 
yang telah dilakukan, sehingga ditemukan titik temu dari proses penelitian 
ini. 
 
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
Pada penelitian kualitatif ini, tahap pemeriksaan data dilakukan untuk 
membuktikan kebenaran dan mendapatkan kepercayaan terhadap data dan 
hasil penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menggunakan beberapa uji 
untuk mendapatkan hasil yang valid  sebagai berikut49: 
1. Pengujian Kreadibilitas 
Dalam upaya pengujian kreadibilitas, terhadap temuan penelitian 
maka dilakukan beberapa cara yakni mendiskusikan dengan teman sejawat 
yang tidak berperan dalam proses penelitian. Proses penelitian ini berupa 
temuan data, informasi dan hasil penelitian akan dipaparkan dan didiskusikan 
 
49Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2011), hlm. 248 
 


































bersama teman satu jurusan yang mempunyai kesamaan latar belakang 
keilmuan tetapi tidak berperan pada proses penelitian. Selain itu, pada setiap 
tahap penulisan selalu dikonsultasikan dengan pembimbing tugas akhir. 
Referensi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber 
yang jelas dan terpercaya yang dapat dipertanggungjawabkan. 
2. Keteralihan 
Dalam metode ini, pembaca penelitian ini akan memberi masukan 
atau penilaian terhadap proses penyusunan penilaian ini. Peneliti juga akan 
berusaha untuk menyusun penelitian ini dengan jelas, terperinci dan 
sistematis agar pembaca dapat memberikan penilainnya. 
3. Kebergantungan  
Dalam metode kebergantungan, peneliti tidak hanya melakukan studi 
data atau pengumpulan data mentah saja, namun peneliti juga menyajikan 
analisis data beserta proses dalam menganalisisnya. Selain itu, peneliti juga 
akan mengkonsultasikan penelitian ini kepada dosen pembimbing. Dengan 
begitu, penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian yang memiliki unsur 
kebergantungan. 
4. Kepastian  
Dalam uji kepastian, peneliti dituntut untuk kembali memastikan data-
data yang diperoleh baik asal-usulnya hingga kreadibilitas pihak yang 
menjadi sumber data penelitian ini. Peneliti juga mengecek kembali hasil 
analisis penelitian ini agar data yang diperoleh cocok dengan penelitian ini. 
 
 



































PENYAJIAN DAN ANALISA DATA 
 
A. Pekerja Migran Indonesia di Malaysia 
Jumlah WNI yang berada di luar negeri cukup besar. Berdasarkan data 
Kementerian Luar Negeri, jumlah WNI yang pergi keluar negeri mencapai 
9,5 juta per tahun. Sementara jumlah data WNI yang berada di luar negeri 
hingga tahun 2019 mencapai 2,9 juta orang50. Berdasarkan data Lapor Diri 
Kementerian Luar Negeri jumlah WNI di luar negeri sebanyak 2.978.446 
orang. Sebanyak 90% diantaranya sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). 
Sisanya merupakan pelajar, dan Anak Buah Kapal (ABK). Jumlah WNI 
terbesar berada di Malaysia yakni 1.317.013 orang. Kedua Arab Saudi 
611.129 dan Taiwan 217.319 orang. Menurut Menteri Hukum dan HAM 
Yasonna H Laoly51, hingga 2019 jumlah seluruh PMI di Malaysia 
diperkirakan mencapai 3 juta jiwa yang tersebar di Malaysia. Statusnya, 




50 Kementerian Luar Negeri, 2019, Laporan Kinerja 2019, diakses pada 20 Mei 2021, 
https://kemlu.go.id/portal/id/read/223/lakip/laporan-kinerja-kemlu 
51 Detikcom, “Blak-blakan Menkum Yasonna H Laoly : Lika-liku Bebaskan Siti Aisyah,” 
Sumber : YouTube 
 


































Tabel 1 : Penempatan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara 
Pada Tahun 2017-2019 
 
Berdasarkan tabel penempatam PMI berdasarkan negara52, dapat 
disimpulkan bahwa Malaysia menjadi negara tujuan utama PMI untuk 
bekerja. Terdapat beberapa faktor PMI memilih Malaysia sebagai negara 
tujuan utama yaitu53; pertama adalah letak geografis, jarak antara Malaysia 
dan Indonesia yang lebih dekat dibandingkan dengan negara-negara lain. 
Kedua adalah faktor bahasa, di Malaysia bahasa kesehariannya menggunakan 
bahasa Melayu yang mana bahasa tersebut mirip dengan bahasa Indonesia 
 
52 BP2MI, “Laporan Pengelolahan Data BNP2TKI 2019,” hal 29,  diakses 15 Juni 2021, 
https://bp2mi.go.id/upload/statistik/image/data_19_02_2020_Laporan_Pengelolahan_Data_BNP2
TKI_2019.pdf 
53 Robit Mikrojul Huda, “Malaysia Masih Menjadi Tujuan Utama Para TKI,” Setara.net, 6 
Juli 2017, diakses pada 15 Juli 2021, https://setara.net/malaysia-menjadi-tujuan -utama-tki/ 
 


































sehingga para PMI yang baru datang ke Malaysia tidak akan merasa kesulitan 
dalam berkomunikasi.  
Ketiga adalah faktor tingkat lowongan, yang mana tingkat lowongan 
pekerjaan di Malaysia tidak sebanding dengan angka tenaga kerja yang ada, 
sehingga Malaysia membutuhkan tenaga kerja dari negara lain. Keempat 
adalah faktor biaya, karena biaya untuk migrasi ke Malaysia relative lebih 
murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Kelima, faktor sektor 
pekerjaan, di Malaysia  sendiri paling banyak membutuhkan tenaga kerja 
yang bekerja di sektor informal atau sebagai asisten rumah tangga. Sehingga 
hal tersebut cukup menarik para PMI, karena pada sektor informal tidak 
memerlukan keahlian khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut. 
Pekerjaan PMI di luar negeri dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor 
formal dan sektor informal54. Sektor formal yaitu pekerja yang bekerja pada 
perusahaan yang berbadan hukum serta memiliki kontrak kerja. Pada sektor 
formal biasanya berhubungan dengan manufaktur, kontruksi, perikanan, 
rumah sakit, pertambangan, dan transportasi. Penempatan pekerjaannya diatur 
oleh agensi (PPTKIS), antar pemerintah (G to G) dan mandiri untuk 
kepentingan perusahaan sendiri (UKPS). Sedangkan sektor informal yaitu 
pekerja migran yang bekerja pada perorangan yang tidak berbadan hukum 
dan hubungan kerjanya bersifat subjektif atau berdasarkan kesepakatan. Pada 
sektor informal umumnya berhubungan dengan domestic worker atau asisten 
 
54 Fitri Dewanty, “Apa Perbedaan TKI Sektor Formal dan Informal? Cek di Sini,” Qelola, 
13 Juli 2020, diakses pada 15 Juli 2021, https://blog.qelola.com/2020/07/13/tki-sektor-formal-dan-
informal/ 
 


































rumah tangga. Penempatannya bersifat perseorangan dan dari kesepakatan 
dua belah pihak. PMI yang berada di Malaysia mayoritas bekerja di sektor 
informal. Secara otomatis, banyak sekali persoalan yang dialami oleh para 
PMI pada sektor ini, sebab sektor ini tidak memiliki badan hukum.  
Hingga saat ini, para Pekerja Migran Indonesia masih rentan terjerat 
kasus hukum di luar negeri. PMI seringkali menjadi korban eksploitasi, 
penganiayaan, pelecehan seksual, hingga ancaman hukuman mati. Di 
Malaysia, kasus hukum yang menjerat PMI paling banyak ialah pelanggaran 
imigrasi. Pelanggaran imigrasi yang dilakukan oleh PMI adalah 
menyalagunakan izin tinggal dan tidak memiliki izin tinggal.  
Menurut Kepala Humas Dirjen Imigrasi Kemenkumham Agung 
Sampurno55, dari awal Januari 2017 - 7 Juni 2017, jumlah PMI ilegal yang 
dideportasi dari Malaysia sebanyak 4.863 orang. Selama Juli 2017,  
pemerintah Malaysia melakukan deportasi kepada PMI melalui Pelabuhan 
Pasir Gudang, Johor Bahru sebanyak 611 PMI. Sebelum dideportasi, para 
PMI tersebut ditahan di sejumlah penjara, yaitu penjara Ajil Terengganu, 
penjara KLIA Sepang, penjara Pekan Nenas Johor dan penjara Tanah Merah 
Kelantan. Sedangkan 6 Juli 2017, Malaysia mendeportasi 322 PMI ilegal dari 
penjara Pekan Nenas, Johor dengan rincian 271 orang laki-laki, 47 orang 
perempuan dan 4 anak laki-laki. Kemudian pada 11 Juli 2017, terdapat 288 
 
55 Bayu Galih, “Sejak 2017, 4.863 TKI Ilegal Dideportasi dari Malaysia,” Kompas, 13 Juli 
2017, diakses pada 28 Juni 2021, https://nasional.kompas.com/read/201707/13/12270071/sejak-
januari-2017-4.863-tki-ilegal-dideportasi-dari-malaysia?page=al#page 
 


































PMI ilegal yang dideportasi dengan rincian 67 orang dari penjara Tanah 
Merah, 67 orang dari penjara Ajil dan 94 dari penjara KLIA Sepang. 
Selain terjerat kasus hukum terkait keimigrasian, PMI juga tersangkut 
persoalan tindak pidana yang mengakibatkan terancam hukuman mati. 
Menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM56, pada periode 1 Januari  - 
31 Agustus 2017, WNI sebanyak 140 orang terlibat dalam kasus tindak 
pidana, dengan ancaman hukuman mati. Berdasarkan jumlah tersebut 74 
orang sedang menjalani proses hukum di Mahkamah, sedangkan 66 orang 
sudah berkekuatan hukum. Selain itu,  terdapat 7 kasus dugaan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan 50 WNI.  
 
B. Persoalan Siti Aisyah yang Diduga Membunuh Kim Jong Nam 
Pada 13 Februari 201757, telah terjadi penyerangan terhadap seorang 
pria yang notabennya adalah kakak tiri pemimpin Korea Utara yang bernama 
Kim Jong Nam. Ia diserang oleh dua wanita ketika sedang menunggu 
pemberangkatan penerbangan ke Makau. Kim Jong Nam diserang pada pukul 
10.50 pagi waktu negara Malaysia. Dalam melakukan penyerangan, kedua 
wanita tersebut memiliki peran masing-masing. Wanita pertama berada di 
depan Kim Jong Nam untuk menarik perhatiannya. Wanita kedua, berjalan 
pelan-pelan dari belakang Kim Jong Nam dengan membawa sapu tangan 
 
56 Kementerian Hukum dan HAM, “Atase Hukum dan Tim KBRI Malaysia Dampingi WNI 
Terdakwa Hukuman Mati,” 2017, diakses pada 20 Juni 2021,  https://www.kemenkumham.go.id  
57 Humas, “Pemerintah Indonesia Berhasil Bebaskan Siti Aisyah,” Portal AHU, 11 Maret 
2019, diakses pada 15 Juli 2021, https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2198-
pemerintah-indonesia-berhasil-bebaskan-siti-aisyah 
 


































yang sudah dibasahi. Kemudian kedua wanita tersebut mengusapkan sapu 
tangan ke wajah Kim Jong Nam. 
Setelah kejadian tersebut, kedua wanita kemudian pergi meninggalkan 
Kim Jong Nam. Tak lama kemudian, Kim Jong Nam merasa pusing 
kemudian ia langsung melaporkan kejadian yang ia alami ke Petugas 
Bandara. Setelah itu, Kim Jong Nam dibawa petugas Bandara ke Menara 
Medical Clinik untuk diperiksa. Ketika sampai, Kim Jong Nam semakin 
merasakan kesakitan. Sehingga petugas Bandara memutuskan untuk 
membawanya ke Rumah Sakit Putra Jaya. Saat dalam perjalanan, Kim Jong 
Nam meninggal dunia58. 
Penyerangan tersebut diduga dilakukan oleh warga negara asing yang 
bernama Doan Thi Huong dan Siti Aisyah. Doan Thi Huong ialah warga 
negara yang berasal dari Vietnam. Sedangkan Siti Aisyah merupakan warga 
negara yang berasal dari Indonesia. Wanita kelahiran Serang tersebut diduga 
menjadi salah satu pelaku penyerangan kepada Kim Jong Nam. Hal tersebut 
dibuktikan dengan adanya rekaman CCTV Bandara yang memperlihatkan 
keduanya sedang mengusapkan sapu tangan ke bagian wajah Kim Jong Nam. 
Sapu tangan tersebut dibubuhi racun VX yang merupakan jenis senjata untuk 
melakukan pembunuhan masak dan PBB telah melarang penggunaannya. 
Modus Siti Aisyah melakukan penyerangan kepada Kim Jong Nam 
adalah ia sedang melakukan adengan lelucon pada acara reality show Jepang 
 
58 Madinah, “Kronologis Pembunuhan Kakak Tiri Kim Jong Un,” Suara.Com, 15 
Februari 2017, diakses pada 25 Januari 2020, 
https://amp.suara.com/news/2017/02/15/131929/kronologis-pembunuhan-kakak-tiri-kim-jong-un, 
 


































“prank” terhadap Kim Jong Nam. Ia mendapatkan imbalan sebanyak 400 RM 
atau sekitar Rp. 1,2 juta untuk melakukan reality show tersebut59. Siti Aisyah 
tidak mengetahui bahwa cairan yang digunakan untuk melakukan prank 
merupakan zat berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Perempuan 
asal Banten mengira bahwa yang ia bawa adalah baby oil, sehingga ia merasa 
biasa saja saat mengusapkan sapu tangan tersebut ke wajah Kim Jong Nam60. 
Pada tanggal 16 Februari 2017, Siti Aisyah ditangkap oleh Kepolisian 
Diraja Malaysia di salah satu Hotel yang terletak di Selangor. Menurut 
Kepala Kepolisian Diraja Datok Sri Noor Rashid dalam press conference 
pada 19 Februari 201761, ada beberapa orang yang diduga terlibat dalam 
pembunuhan tersebut. Mereka ialah ; Doan Thi Huong warga negara 
Vietnam, Siti Aisyah warga negara Indonesia, Muhammad Farid Jalaluddin 
warga negara Malaysia, Ri Jong Chol warga negara Korea Utara, 4 orang 
warga negara Korea Utara yang melarikan diri, serta 3 orang masih belum 
diketahui. Jika dinyatakan bersalah, mereka akan didakwa melakukan 
pembunuhan dengan ancaman hukuman mati yang sesuai Pasal 302 kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia.  
 
59 Redaksi, “Kronologi Kasus Siti Aisyah Hingga Dibebaskan Pengadilan Malaysia,” 
Kronologi.id, 11 Maret 2019, diakses pada 19 Januari 2020, 
https://kronologi.id/2019/03/11/kronologi-kasus-siti-aisyah-hingga-dibebaskan-pengadilan-
malaysia/amp/ 
60 BBC News, “Sidang Pembunuhan Kim Jong Nam, Apakah Siti Aisyah akan 
‘dikorbankan’?,” 13 April 2017, diakses pada 19 Januari 2020, 
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39579310.amp 
61 The Stars,”murder of Kim Jong Nam : Q&A Session with Deputy IGP,” 19 Februari 
2017, diakses pada 27 Juni 2021, Sumber : Youtube 
 


































Dalam acara press conference pada 23 Februari 2017, Kepala 
Kepolisian Malaysia Khalid Abu Bakar berpendapat bahwa, Siti Aisyah 
bersama Doan Thi Huong telah merencanakan dan sudah dilatih untuk 
melakukan pembunuhan tersebut62. Setelah mendengar berita Siti Aisyah 
ditangkap, pada 18 Februari 2017 Menteri Luar Negeri Indonesia langsung 
menghubungi Menteri Luar Negeri Malaysia untuk meminta akses 
kekonsuleran kepada Siti Aisyah. 
Sidang pertama dilakukan pada 1 Maret 2017 di Pengadilan Negeri 
Sepang Malaysia. Dalam pembacaan tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum 
mendakwa Siti Aisyah melakukan pembunuhan berencana dengan pasal 302 
dan 34 undang-Undang Hukum Pidana Malaysia63. Sidang kedua dilakukan 
pada 13 April 2017, sidang tersebut dilaksanakan secara singkat dan hakim 
mengambil keputusan untuk meneruskan sidang pada 30 Mei 2017 agar pihak 
yang terkait bisa melengkapi dokumen. Sidang ketiga dilaksanakan pada 30 
Mei 2017, pada persidangan ini, Siti Aisyah dan Doan Thi Huong dihadirkan.  
Pada 2 Oktober 2017, Siti Aisyah melaksanakan sidang lanjutan yang 
dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Shah Alam Malaysia. Sidang tersebut 
berlangsung selama 23 hari, karena berkas yang akan diteliti belum semuanya 
lengkap. Ketika 3 Oktober, para saksi ahli menjelaskan tentang kesehatan 
Kim Jong Nam seusai aksi penyerangan. Menurut Mohammad Shah 
 
62 Net News, “Polisi Malaysia Tegaskan Siti Aisyah Mengetahui Rencana Pembunuhan,”  
Sumber : YouTube Official Net News, diakses pada 27 Juni 2021 
63Republika, “KBRI dan Pengacara dampingi Siti Aisyah di Sidang Pertama ”, 1 Maret 
2017, diakses pada 20 Januari 2021, https://google.com/amp/s/republika.co.id/amp/om4Iqc366  
 


































Mohmood petugas otopsi64, paru-paru sebelah kanan Kim Jong Nam 
bertambah lebih berat menjadi 690. Selain itu, racun VX tidak hanya 
ditemukan di wajah Kim Jong Nam tetapi juga di darah, urin dan tas Kim 
Jong Nam. Menurut ahli patologi Nur Ashikin Othman65 kadar 
cholinesterase66 di tubuh Kim Jong Nam sangat rendah sehingga dapat terjadi 
keracunan. 
Pada sidang periode 2018, sidang tersebut dilaksanakan di Shah Alam 
pada 30 Januari 2018. Dalam persidangan tersebut terungkap mengenai 
perekrutan Siti Aisyah oleh sopir Malaysia bernama Kamaruddin Masiod  
untuk melakukan program reality show televisi Jepang67. Keesokannya, sopir 
tersebut mempertemukan Siti Aisyah dengan James (nama samaran Ri Ji U 
warga Korea Utara) di pusat pertokoan Kuala Lumpur. Kemudian Siti Aisyah 
diminta untuk melihat reality show tersebut sebelum mengikuti acaranya68.  
 
64 Trinna Leong, “Kim Jong Nam Murder Trial : ‘VX-tainted’ Blood and Urine Samples 
Presented in Court,”  The Straits Times, 4 Oktober 2017, pada 20 Juni 2021, dikases dari 
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/kim-jong-nam-murder-trial-prosecution-to-bring-vx-
tainted-blood-and-urine-samples-to 
65 Editor, “VX pada Kim Jong Nam,” Kompas.id,  3 oktober 2017, diakses pada 20 Juni 
2021, https://www.kompas.id/baca/internasional/2017/10/04/vx-pada-kim-jong-nam/ 
66 Cholinesterase adalah enzim suatu bentuk dari katalis biologic di dalam jaringan tubuh yang 
berperan untuk menjaga otot-otot, kelenjar-kelenjar dan sel syaraf yang bekerja secara terorganisir 
dan harmonis. 
67 Editor, “Aisyah dipertemukan dengan ‘James’,”  Kompas.id, 30 Januari 2018,  diakses 






































Pada Agustus 2018 Hakim Pengadilan Tinggi Shah Alam 
menyatakan69, terdapat cukup bukti untuk mendakwa kedua pelaku 
penyerangan. Hakim menyatakan bahwa argumen yang disampaikan jaksa 
cukup kuat. Sehingga kasus ini bisa dilanjutkan dalam pokok perkara. Pada 
November 2018, Pengadilan Tinggi Malaysia memutuskan bahwa sidang 
tersebut ditunda dikarenakan Pengacara Siti Aisyah sedang sakit. Pada bulan 
Desember pengadilan ditunda kembali karena jaksa penuntut keberatan 
keterangan saksi diungkap, saat itu ada tujuh pernyataan saksi yang 
dikumpulkan70.  
Pada 11 Maret 2019 adalah persidangan Siti Aisyah yang ke-66.71 
Pada persidangan tersebut dihadiri langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk 
Malaysia Rusdi Kirana, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum 
Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Pidana Ditjen AHU Lilik 
Sri Haryanto serta Direktur Perlindungan WNI dan BHI Lalu Muhammad 
Iqbal. Pada persidangan tersebut Siti Aisyah dinyatakan bebas dari segala 
tuntutan atas kasus pembunuhan Kim Jong Nam. 
 
69 BBC, “Sidang Kasus Pembunuhan Kakak Tiri Kim Jong Un dilanjutkan, Siti Aisyah 
belum Bebas,” 16 Agustus 2018,  diakses pada 20 Juni 2021, 
https://www.google.com/search?hl=inID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=pada+agustus+ 
2018+azmi+ariffin+kasus+aisyah 
70 Nathania Riris Michico, “Siti Aisyah Bebas, Begini Perjalanan Kasus Pembunuhan Kim 
Jong Nam,” Inews.id, 11 Maret 2019, diakses pada 20 Januari 2020, 
https://www.inews.id/amp/news/internasional/siti-aisyah-bebas-begini-perjalanan-kasus-
pembunuhan-kim-jong-nam 
71 Humas, “Pemerintah Indonesia Berhasil Bebaskan Siti Aisyah,” Portal AHU, 11 Maret 
2019, diakses pada 15 Juli 2021, https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2198-
pemerintah-indonesia-berhasil-bebaskan-siti-aisyah 
 


































Pada kasus Siti Aisyah sudah memenuhi syarat untuk dilakukan 
perlindungan diplomatik menurut Craig Forcese72 karena : Pertama, an 
international wrong yaitu Siti Aisyah telah melakukan pelanggaran di 
wilayah negara Malaysia karena ia diduga melakukan pembunuhan terhadap 
Kim Jong Nam. Kedua, Exhaustion Local Remidies yaitu Siti Aisyah sedang 
melakukan usaha hukum lokal di negara Malaysia. ketiga, Link of Nationality 
yaitu Siti Aisyah mengalami pelanggaran hukum di Malaysia. dari ketiga 
syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia mempunyai 
hak dan kewajiban untuk melakukan perlindungan diplomatik kepada Siti 
Aisyah. 
 
C. Upaya Perlindungan Presiden Joko Widodo Terhadap Siti Aisyah 
Berdasarkan pernyataan Menkumham Yasonna Laoly dalam press 
conference pembebasan siti aisyah73, “upaya perlindungan diplomatik dalam 
melindungi dan membebaskan Siti Aisyah merupakan suatu proses panjang. 
Upaya yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk dari kehadiran negara 
sesuai dengan nawacita Presiden Joko Widodo”. Nawacita tersebut ialah 
menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa serta 
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri 
bebas-aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan 
 
72 Craig Forcese, “The Capacity to Protect : Diplomatic Protection of Dual National in the 
War on Terror”, European Journal of International Law Volume 17, (2006) : 375, 
http://ejil.org/pdf/17/2/79.pdf, diakses pada 17 Juli 2020. 
73 Metro TV News, “Siti Aisyah Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi,” 2019,  Sumber : 
YouTube 
 


































pertahanan negara Tri Matra terpadu yang berlandaskan kepentingan nasional 
dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim74. Kemudian dilanjutkan 
pada Pemerintahan Joko Widodo periode kedua pada visi Presiden yaitu 
sesuai dengan amanat konstitusi untuk menghadirkan Negara dalam bagi 
perlindungan dan keamanan di luar negeri. 
Presiden Joko Widodo juga berperan aktif dalam upaya pembebasan 
Siti Aisyah. Ketika mendengar Siti Aisyah ditangkap, Presiden Jokowi 
langsung memerintahkan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, 
Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara untuk 
berkoordinasi75. Selain itu,  Presiden Jokowi berkomunikasi dengan 
pemerintahan Malaysia di era kepemimpinan Perdana Menteri Najib, 
kemudian dilanjutkan pada era Perdana Menteri Tun Mahathir76. Pada 22 
November 2017,77 Presiden Jokowi melakukan kunjungan Bilateral ke 
Malaysia. dalam kunjungan tersebut kedua negara membahas tentang 
sejumlah isu prioritas  yang paling utama adalah Perlindungan pekerja 
Migran Indonesia. 
 
74 Inggried Dwi Wedhaswary, “Nawacita  9 Agenda Prioritas Jokowi-JK,” Kompas.com, 21 
Mei 2014, diakses pada 10 Juni 2021, 
https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawacita.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK  
75 Detikcom, “Blak-blakan Menkum Yasonna H Laoly : Lika-liku Bebaskan Siti Aisyah,” 
Sumber : YouTube, https://m.youtube.com/watch?v=Oab6LdYzW9s 
76 Ibid., 
77 Riva Dessthania Suastha, “Bertemu PM Malaysia, Jokowi Bisa Bahas Kasus Siti 






































Pada tanggal 29 Juni 2018 terdapat pertemuan Bilateral antara 
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir di Istana 
Bogor78. Pertemuan Bilateral tersebut membahas tentang perlindungan 
Pekerja Migran di Malaysia dan strategi Sawit. Dalam pertemuan tersebut 
Presiden Joko Widodo menyampaikan perihal kasus yang sedang dialami 
PMI di Malaysia termasuk kasus Siti Aisyah. Selain itu Presiden Jokowi juga 
memerintah agar Pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dengan 
pemerintah Malaysia untuk mencari cara agar Siti Aisyah bisa dibebaskan. 
D. Upaya Perlindungan BP2MI Terdahap Siti Aisyah 
Pada tahun 2017, muncul undang-undang baru pengganti undang-
undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia. Undang-undang tersebut ialah UU Nomor 18 Tahun 
2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian diikuti 
dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 mengenai Badan 
Perlindungan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Perpres 
tersebut, BNP2TKI bertransformasi menjadi BP2MI (Badan Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia). BP2MI bertugas untuk melaksanakan kebijakan 
pada setiap pelayanan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia79. 
Untuk itu, BP2MI bertanggung jawab penuh dalam perlindungan PMI. 
 
78 BBC, “PM Mahathir Mohammad bertemu Presiden Jokowi, bahas TKI dan strategi 
sawit”, 29 Juni 2018, diakses pada 14 Juli 2021, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-
44653807 
79  BP2MI, “Profil BP2MI,”  diakses pada 17 Juni 2021, https://bpmi.go.id/profil-sejarah 
 


































Menurut pernyataan Kepala BP2MI Nusron Wahid80, Siti Aisyah 
tidak tercatat sebagai Pekerja Migran Indonesia. Pernyataan tersebut 
berdasarkan pada pengecekan database BP2MI yang tidak menemukan nama 
Siti Aisyah sebagai PMI di Malaysia. Akan tetapi Siti Aisyah merupakan 
WNI yang sah yang berdasarkan dari paspornya, sehingga pemerintah 
Indonesia wajib memberikan pembelaan. Untuk itu, BP2MI terus 
berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk membantu dan 
membebaskan Siti Aisyah. Serta menyerahkan kasus Siti Aisyah sepenuhnya 
kepada Kementerian Luar Negeri. Karena dalam kasus ini Kementerian Luar 
Negeri merupakan koordinator dalam upaya penyelesaian kasus ini. Namun 
BP2MI akan memberikan dukungan berupa data81. 
Kepala BP2MI Nusron Wahid memastikan bahwa pemerintah 
Indonesia akan memberikan bantuan hukum kepada Siti Aisyah apapun 
statusnya di Malaysia82. Baik sebagai PMI maupun sebagai WNI yang hanya 
berkunjung ke Malaysia. KBRI di Kuala Lumpur memiliki dua tim pengacara 
yang mempunyai tugas memberikan pembelaan hukum kepada WNI yang 
menghadapi masalah hukum di Malaysia. Bahkan salah satunya 
 
80 Sonya Michaella, “BNP2TKI : Siti Aisyah Tidak Terdaftar sebagai TKI,” Media 
Indonesia, 17 Februari, diakses pada 21 Juli 2021, https:// https://m.mediaindonesia.com/politik-
dan-hukum/92675/bnp2tki-siti-aisyah-tidak-terdaftar-sebagai-tki 
81 Adhi M Daryono, “Nama Siti Aisyah tidak Tercatat di BNP2TKI,” Media Indonesia, 23 
Februari 2012, diakses pada 21 Juli 2021, https://mediaindonesia.com/internasional/93629/nama-
siti-aisyah-tidak-tercatat-di-bnp2tki 
82 Maya Saputri, “Kepala BNP2TKI Klaim Siti Aisyah Bukan TKI di Malaysia,”Tirto.id, 
17 Februari 2017, diakses pada 21 Juli 2021, https://tirto.id/kepala-bnp2tki-klaim-siti-aisyah-
bukan-tki-di-malaysia-cjhN 
 


































diperuntukkan untuk melakukan pembelaan hukum terhadap WNI yang 
dituduh melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman mati seperti 
pembunuhan, pemilikan senjata api ilegal, penculikan serta perdagangan 
narkotika. 
E. Upaya Perlindungan Diplomatik Pemerintah Indonesia Terhadap Siti 
Aisyah  
1. Perlindungan Diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri 
Dalam rangka melindungi WNI yang berada di luar negeri, 
Kementerian Luar Negeri mendapat bagian tanggung jawab yang lebih besar 
dari lembaga lain. Hal tersebut tertera pada UU No 37 Tahun 1999 pada pasal 
B yang berisi83 “Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban inter alia 
memberikan pengayoman, perlindungan serta bantuan hukum bagi warga 
negara dan badan hukum Indonesia di Luar Negeri”. Kemudian dilanjutkan 
pada pasal 20 dan pasal 2184, Kementerian Luar Negeri sebagai perwakilan 
Indonesia memiliki kewajiban dalam membantu menyelesaikan permasalahan 
yang dialami oleh WNI serta membantu pemulangan WNI apabila terancam 
bahaya. 
Direktorat PWNI dan BHI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia 
merupakan unit kerja dari Kementerian Luar Negeri yang mana berkaitan 
langsung dalam memberi bantuan perlindungan dan bantuan hukum terhadap 
WNI dan BHI di luar negeri. Sehingga Direktorat PWNI dan BHI serta KBRI 
 
83 Lihat Undang-Undang No 37 Tahun 1999  
84 Ibid., Pasal 20 dan 21 
 


































bertanggung jawab terhadap Kemenlu. Dalam melakukan perlindungan 
diplomatik terhadap Siti Aisyah, Direktorat PWNI dan BHI serta KBRI saling 
berkoordinasi. Ketiganya saling berkoordinasi dalam memberikan 
perlindungan dan bantuan kepada Siti Aisyah berdasarkan peran masing-
masing. 
Setelah mengetahui berita penangkapan Siti Aisyah, Menteri Luar 
Negeri Republik Indonesia langsung mengkomunikasikan hal tersebut dengan 
Menteri Luar Negeri Malaysia pada 18 Februari 2017. Dalam melakukan 
perlindungan diplomatik kepada Siti Aisyah, Kementerian Luar Negeri 
menggunakan first track yang mana actor nya adalah pemerintah Indonesia. 
Pendekatan first track menekankan pada diplomasi antar negara.  
Terdapat beberapa prosedur yang dilakukan oleh Kementerian Luar 
Negeri dalam memberikan perlindungan dan bantuan terhadap Siti Aisyah : 
a. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia langsung mengirimkan nota 
diplomatik kepada Menteri Luar Negeri Malaysia. 
Setelah mendapatkan informasi tentang keterlibatan Siti Aisyah dalam 
kasus pembunuhan Kim Jong Nam, KBRI di Malaysia langsung mengirimkan 
nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia85. Hal tersebut dilakukan KBRI 
untuk mencari tahu bagaimana keterlibatan Siti Aisyah dalam kasus 
pembunuhan Kim Jong Nam. Serta meminta Pemerintah Malaysia agar 
 
85 BBC News, “ Tim KBRI Belum Dapat Akses ke Siti Aisyah, Menlu Ri Kontak Menlu 
Malaysia”  18 Februari 2017, diakses pada 15 Februari 2021, 
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39015790 
 


































pemerintah Indonesia dapat memberikan akses kekonsuleran terhadap Siti 
Aisyah. Akan tetapi akses kekonsuleran tersebut belum diperoleh, karena Siti 
Aisyah dalam proses investigasi. 
b. Menlu Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu 
Malaysia, serta Menteri Luar Negeri Vietnam, yang mana salah satu 
warganya juga ikut terlibat dalam kasus tersebut. 
Pada 18 Februari 201786, Menlu RI Retno Marsudi mengirimkan nota 
diplomatik kepada Menlu Malaysia agar mendapatkan akses kekonsuleran 
terhadap Siti Aisyah. Selain itu, pada tanggal 20 Februari 2017,87 Menlu 
Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Malaysia dan 
Menlu Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno Marsudi 
menegaskan permintaan pemerintah Indonesia untuk memperoleh akses 
kekonsuleran terhadap Siti Aisyah yang saat itu sedang ditahan sementara. 
Akses Kekonsuleran tersebut diperlukan agar KBRI di Malaysia dapat 
menjamin bahwa hak-hak hukum Siti Aisyah terpenuhi ketika menjalani 
proses hukum di Malaysia. 
c. KBRI menggunakan akses kekonsuleran untuk memverifikasi secara 








































Selain itu, Direktur PWNI dan BHI Lalu Muhammad Iqbal juga 
bertemu dan berkoordinasi mengenai Siti Aisyah dengan penyidik Kepolisian 
Sepang yang ditunjuk untuk menangani kasus tersebut. Akan tetapi pada saat 
itu, akses kekonsuleran masih belum diberikan kepada Siti Aisyah karena 
masih dalam investigasi dan ia juga tidak bisa ditemui oleh siapapun. Akan 
tetapi, Kemenlu Indonesia terus melakukan koordinasi dengan Kepolisian 
Sepang sehingga akses kekonsuleran tersebut bisa diberikan secepatnya88.  
Hingga akhirnya, pada 25 Februari 2017 akses kekonsuleran tersebut 
diberikan89. Akses konsuler akan digunakan untuk memverifikasi secara fisik 
status kewarganegaraan dan memastikan keadaan Siti Aisyah. Selain itu juga 
digunakan untuk memperoleh informasi untuk melakukan pendampingan 
hukum lebih lanjut. Pertemuan antara Siti Aisyah dengan perwakilan 
Indonesia merupakan pertemuan pertama kali sejak Kim Jong Nam tewas 
karena selama ini pihak Malaysia tidak membuka akses kekonsuleran 
dikarenakan untuk melakukan penyelidikan. 
d. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia menunjuk Gooi Soon Seng 
untuk mendampingi dan melakukan pembelaan hukum kepada Siti Aisyah 
selama menjalani proses hukum di Malaysia. 
 
88 Tempo, “Menteri Luar Negeri Retno Minta Akses Konsuler Temui Aisyah,” 18 Februari 
2017, diakses pada 14 Juli 2021, https://nasional.tempo.com/read/847935/menlu-retno-minta-
akses-konsuler-temui-aisyah  
89  Dani Prabowo, “Pemerintaah RI Dapatkan Akses Kekonsuleran untuk Temui Siti 






































Kementerian Luar Negeri juga melakukan pendekatan hukum. 
Pendekatan hukum digunakan untuk membantu Siti Aisyah yang sedang 
dalam proses hukum di Pengadilan Malaysia. Pendekatan hukum dilakukan 
dengan cara menyediakan pengacara, membantu memberikan konsultasi dan 
membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami Siti Aisyah. KBRI di 
Malaysia menunjuk Gooi Soon Seng untuk melakukan pembelaan hukum 
kepada Siti Aisyah. Selain itu, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Lalu 
Muhammad Iqbal beserta Gooi Soon Seng melakukan pendampingan serta 
pembelaan hukum kepada Siti Aisyah.  
 
2. Perlindungan Diplomatik oleh Kementerian Hukum dan HAM 
Dalam konteks melindungi warga negaranya, negara berkewajiban 
untuk melakukan perlindungan diplomatik untuk warganya. Pada setiap 
permasalahan yang dialami oleh WNI harus dilakukan perlindungan 
diplomatik, akan tetapi tidak boleh mengintervensi proses hukum negara lain 
yang sedang berjalan. Namun, dampaknya dapat berpengaruh pada proses 
hukum. Diplomasi dan proses hukum merupakan ranah yang berbeda tetapi 
bisa mempengaruhi. Bukan intervensi hukum tetapi ada upaya pembelaan dari 
pemerintah terhadap WNI yang bermasalah. Perlindungan yang diberikan 
bukan menggantikan tanggung jawab pidana ataupun perdata. Akan tetapi, 
perlindungan yang dimaksud ialah memberikan pendampingan hukum dalam 
rangka menjamin hak-hak WNI agar terpenuhi pada sistem hukum negara 
setempat.  
 


































Hal tersebut terjadi pada Siti Aisyah yang merupakan WNI yang 
berada di Malaysia. Siti Aisyah mengalami sebuah permasalahan, yang mana 
ia diduga membunuh Kim Jong Nam di Malaysia. Sehingga ia dipenjara 
sembari proses peradilan berjalan. Sehingga, pemerintah melakukan upaya 
perlindungan diplomatik terhadap Siti Aisyah berupa pendampingan hukum 
serta upaya pembebasan. 
Salah satu upaya yang mempengaruhi kebebasan Siti Aisyah adalah 
upaya perlindungan diplomatik yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan 
HAM. Kementerian Hukum dan HAM mengirimkan surat resmi kepada Jaksa 
Agung Malaysia Tommy Thomas. Pada wawancaranya bersama Detik News, 
Menkumham menjelaskan90 : 
Ketika persidangan pada Januari 2019, kasus Siti Aisyah telah 
sampai di Pengadilan. Kemudian, diputuskan persidangan 
selanjutnya pada 11 Maret 2019. Pada saat itu pemerintah melihat 
bahwa kasus Siti Aisyah berbeda, dalam arti pemerintah meyakini 
bahwa Siti Aisyah tidak melakukan hal tersebut. Maka, ketika 
pemerintah mengetahui bahwa akan ada persidangan kembali, 
pemerintah memanfaatkan peluang tersebut untuk menjelaskan 
bahwa Siti Aisyah tidak bersalah. Sebelumya, saya juga sudah 
bertemu dengan Jaksa Agung Thommy Thomas pada Agustus 2018 
karena ada kerjasama hukum. Selain itu, sebagai Central Authority 
kita juga membicarakan beberapa kasus yang dialami oleh para 
Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. saya juga menyampaikan 
kepada Jaksa Agung Thommy Thomas bahwa ia mengutus Direktur 
Jendral AHU untuk memantau disana. 
 
 
90 Detikcom, “Blak-blakan Menkum Yasonna H Laoly : Lika-liku Bebaskan Siti Aisyah,” 
Sumber : YouTube, https://m.youtube.com/watch?v=Oab6LdYzW9s 
 


































Jaksa Agung Tommy Thomas adalah Jaksa Agung Negara Malaysia 
periode 2018-202091. Tugas dari Jaksa Agung Malaysia adalah sebagai 
penasihat hukum serta undang-undang utama di Kerajaan Malaysia. 
sedangkan jabatannya dalam pemerintahan ialah sebagai seorang jaksa yang 
sekaligus menjadi jaksa penuntut umum. Selain itu seorang Jaksa Agung 
Malaysia dipilih langsung oleh Perdana Menteri atas persetujuan Raja. 
Sehingga apa yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H 
Laoly dirasa tepat. Karena Jaksa Agung Tommy Thomas merupakan memiliki 
kewenangan dalam proses peradilan yang sedang dijalani Siti Aisyah. 
Sebelum persidangan, Menkumham Yasonna Laoly mengirimkan 
surat resmi kepada Jaksa Agung Tommy Thomas pada Februari 2019. Berikut 
adalah Surat resmi yang dikirim oleh Menkumham Yasonna H Laoly kepada 
Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas. 
 
91 Wikipedia, “Jaksa Agung Negara Malaysia,” diakses pada 28 Juni 2021, 
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Agung_Negara_Malaysia 
 



































Gambar 1 : Salah Satu Dokumentasi Surat Resmi Menkumham Yasonna H Laoly 
kepada Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas (Sumber : Website Kementerian 
Hukum dan HAM) 
Pemerintah memiliki argumen terhadap Siti Aisyah yang dituangkan 
dalam surat tersebut. Argumen tersebut yakni : 
1. Siti Aisyah meyakini bahwa yang dilakukan hanya bertujuan untuk 
reality show prank, sehingga ia tidak mengetahui bahwa reality show 
tersebut bertujuan untuk membunuh Kim Jong Nam. Sehingga ia tidak 
sengaja membunuh Kim Jong Nam. 
2. Siti Aisyah dikelabuhi dan tidak sadar bahwa ia sedang dimanfaatkan 
Intelijen Korea Utara. 
 


































3. Siti Aisyah tidak memperoleh keuntungan dari membunuh Kim Jong 
Nam, ia hanya mendapat 400 RM untuk kepentingan melakukan 
syuting prank. 
Setelah melihat argumentasi pemerintah Indonesia, Jaksa Agung 
Malaysia Tommy Thomas memberikan surat balasan kepada Menteri 




Gambar 2 : Salah Satu Dokumentasi Surat Resmi Balasan dari Jaksa Agung 
Malaysia Tommy Thomas kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly 
(Sumber : Website Kementerian Hukum dan HAM) 
 
 


































Dalam surat tersebut Jaksa Agung Malaysia Tommy Thomas 
menyatakan dengan memperhatikan hubungan baik antara Indonesia dan 
Malaysia, maka ia memutuskan untuk menggunakan wewenangnya yaitu 
“nolle prosequi” terhadap Siti Aisyah sesuai dengan ketentuan Pasal 254 
Criminal Procedure Code Malaysia92. Nolle prosequi merupakan istilah 
hukum yang berarti tidak akan melanjutkan tuntutan. Istilah tersebut 
digunakan dalam konteks ketika seorang Jaksa secara sukarela menghentikan 
penuntutan baik sebelum sidang ataupun disaat vonis belum dijatuhkan. 
 Sehingga pada kasus Siti Aisyah Jaksa Agung Tommy Thomas 
memerintahkan pengadilan untuk menghentikan tuntutan terhadap Siti 
Aisyah. Untuk itu Jaksa Penuntut Umum menghentikan segala tuntutan dan 
tuduhan terhadap Siti Aisyah. Dengan demikian Siti Aisyah bisa bebas dan 
kembali ke Indonesia, meskipun tidak bebas murni. Akan tetapi, jika ada 
bukti baru yang melibatkan Siti Aisyah maka Jaksa Penuntut Umum akan 
memanggil kembali. 
Setelah mendapatkan surat balasan dari Jaksa Agung Malaysia 
Tommy Thomas, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyatakan93 
: 
Kemudian saya kesana untuk mendampingi dan memastikan bahwa 
semuanya berjalan dengan baik. Saya juga menemui Menteri dalam 
 
92 The Malaysian Reserve, “Siti Aisyah Release at Indonesia’s Request, says AG,”  12 
Maret 2019, diakses pada 28 Juni 2021, https://themalaysianreserve.com/2019/03/12/siti-aisyah-
released-on-indonesias-request-says-ag/ 
93 Detikcom, “Blak-blakan Menkum Yasonna H Laoly : Lika-liku Bebaskan Siti Aisyah,” 
Sumber : YouTube, https://m.youtube.com/watch?v=Oab6LdYzW9s 
 


































Negeri Malaysia karena beliau yang membawahi lapas dan imigrasi, 
di hari yang sama. Supaya prosesnya bisa kita ambil hari itu juga. 
Kita tunjukkan karena saya yang mengirim surat langsung ke Jaksa 
Agung dan beliau merespon surat saya, jadi saya harus 
mengapresiasi dan menghormati bahwa argumentasi yuridis kami 
diterima oleh Jaksa Agung. Jadi saya datang kesana. 
 
Menurut Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muhzar94, di 
setiap pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia, pemerintah selalu mengangkat 
pembicaraan dalam upaya membebaskan Siti Aisyah. Pertemuan tersebut 
diantaranya adalah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana 
Menteri Mahathir di Bogor pada 29 Juni 2018. Kemudian pertemuan antara 
Menkumham Yasonna H Laoly dengan Perdana Menteri Mahathir di 
Putrajaya pada 29 Agustus 2018. 
Dalam wawancaranya dengan Detik News Menkumham Yasonna H 
Laoly mengatakan95 : 
Semua pemimpin negara di dunia, jika menyangkut warga 
negaranya bermasalah di negara lain pasti melakukan pembicaraan-
pembicaraan dengan prosedur hukum yang benar. Begitupun 
dengan kasus Siti Aisyah, saya melakukan pembicaraan dengan pak 
Mahattir. Di Malaysia banyak PMI, kita juga minta supaya ada 
perhatian kepada WNI yang menjadi PMI karena jumlahnya sangat 
besar. Selain itu banyak juga yang illegal, supaya diperlakukan 
dengan baik. Kemudian, kita bilang bahwa kasus Siti Aisyah 
menurut kami masih ada perdebatan hukum didalamnya untuk 
diteruskan ke pengadilan. Beliau mengatakan itu prosedur hukum 
dan ada pembagian kekuasaan yang tidak bisa diintervensi.  
 
 
94 Kemenkumham, “Pemerintah Berhasil Bebaskan Siti Aisyah Dari Hukuman Mati di 
Malaysia,” 2019, diakses pada 20 Mei 2021, https://www.kemenkumham.go.id/ 
95 Detikcom, “Blak-blakan Menkum Yasonna H Laoly : Lika-liku Bebaskan Siti Aisyah,” 
Sumber : YouTube, https://m.youtube.com/watch?v=Oab6LdYzW9s 
 


































Menurut Yasonna H Laoly96, Lobi merupakan hal yang wajar, dalam 
artian bukan melakukan lobi terhadap hukum akan tetapi menyampaikan 
argumentasi ataupun pembicaraan. Karena hukum suatu negara tidak bisa 
diintervensi oleh negara lain. Pemerintah hanya melakukan upaya diplomatik 




96 Ibid.,  
 





































Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dihasilkan upaya 
perlindungan diplomatik pemerintah Indonesia dalam membebaskan Siti 
Aisyah dari dugaan pembunuhan Kim Jong Nam adalah sebagai berikut. 
1. Presiden Joko Widodo memerintahkan beberapa lembaga untuk 
melakukan koordinasi. Serta membicarakan kasus Siti Aisyah ketika 
dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia. 
2. KBRI di Malaysia mengirimkan nota diplomatik kepada Menteri Luar 
Negeri Malaysia setelah mendapatkan informasi tentang keterlibatan 
WNI dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam. 
3. Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan pertemuan dengan Menteri 
Luar Negeri Malaysia dan Menteri Luar Negeri Vietnam. 
4. KBRI memberikan akses kekonsuleran kepada Siti Aisyah, akses 
kekonsuleran tersebut digunakan untuk memverifikasi langsung 
kewarganegaraan Siti Aisyah dan memastikan kondisinya. 
5. KBRI di Malaysia menunjuk Gooi Soon Seng untuk mendampingi dan 
melakukan pembelaan hukum selama Siti Aisyah menjalani proses 
hukum di Malaysia. 
6. Kementerian Hukum dan HAM Yasonna H Laoly melakukan upaya 
diplomatik terhadap pemerintah Malaysia dengan mengirimkan surat 
 


































diplomatik kepada Jaksa Agung Tommy Thomas yang berisi argumen 
pemerintah untuk membebaskan Siti Aisyah. 
 
B. Saran 
Penelitian ini memiliki banyak kekurangan dari cara penulisan 
ataupun analisis. Untuk itu peneliti memiliki saran yang ditujukan untuk 
beberapa pihak yakni : 
1. Pemerintah harus memperhatikan MOU antara negara Indonesia 
dengan negara penerima, jika kadaluarsa harus cepat diperbaruhi. 
2. Kementerian Tenaga Kerja. 
− Kementerian Tenaga Kerja harus membekali PMI dengan 
edukasi yang lebih baik, dalam kata lain harus memberikan 
pemahaman tentang jenis-jenis pelanggaran beserta hukum  di 
negara tempat calon PMI bekerja. 
− Kementerian Tenaga Kerja bersama BP2MI harus protektif. 
Dalam kata lain WNI  yang akan bekerja dan sedangkan 
bekerja di luar negeri, harus dipastikan keabsahan 
dokumennya. Selain itu, harus mengikuti prosedur dan harus 
dimonitor posisinya mereka ada dimana.  
− Kementerian Ketenagakerjaan harus lebih mempermudah 
dokumen keimigrasiannya. Agar dapat mengurangi jumlah 
PMI non prosedural.  
 
 


































3. Kepada para WNI atau PMI. 
− Jangan mudah untuk melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui 
sebab-akibatnya. 
− Jangan mudah melakukan sesuatu hanya karena uang semata. 
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Detikcom. Blak-blakan Menkum Yasonna H Laoly : Lika-liku Bebaskan Siti 
Aisyah. Sumber : YouTube Detikcom, 
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